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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a.

bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat kelautan dan perikanan dan untuk
menunjang optimalisasi produksi perikanan serta
pengelolaan sumber daya ikan, maka dipandang perlu
menyempurnakan Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor PER.0O6/MEN/2007 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan,
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.29/MEN/2010;

bahwa untuk itu perlu menetapkan Peraturan Menteri
Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.06/MEN/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Pelabuhan Perikanan;
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Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang
Pengesahan United Nation Convention on Biological
Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa
mengenai Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);

. Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang

Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4433);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara,
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara,
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon |
Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 126);
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10.

11.

Memperhatikan :

Menetapkan
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Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden
Nomor 60/P Tahun 2013;

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.16/MEN/2006 tentang Pelabuhan
Perikanan,sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.O8/MEN/2012;

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.06/MEN/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Pelabuhan Perikanan, sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor PER.29/MEN/2010;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman
Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan
Lembaga Pemerintah Nonkementerian;

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kelautan dan Perikanan;

Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat
NomorB./3899/ M.PANRB/11/2013, tanggal 26
November 2013;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG PERUBAHAN KETIGAATAS PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR
PER.06/MEN/2007 TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA PELABUHAN PERIKANAN.

Pasal |

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.06/MEN/2007
tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan, sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Nomor PER.29/MEN/2010 pada Lampirannya diubah menjadi
sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal Il

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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